
BUPATr LAMPUNG SELATAN 
PROVINSI LAMPUNG
 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 
NOMOR OJ TAHUN 2015
 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS JABATAN, FUNGSI DAN TATA KERJA 
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN USAHA KECIL MENENGAH 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Menimbang : a.	 bahwa untuk rnenindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah 
Kabupatcn Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Pernberitukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Sclat.an sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2015 ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, 
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Larnpung Selatan 
Nomor 1 ), dipandang perlu mengatur Rincian Tugas Jabatan 
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah 
Kabupaten Lampung Selatan ; 

b.	 bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud 
daJam h u ruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rincian Tugas .Iabatan, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, 
Pcrindustrian dan Usaha Kccil Menengah Kabupaten 
Lampung Sclatan ; 

Mcngingat : I.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang­
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 



4.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20J\4 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587); 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik	 Indonesia Nomor 4741); 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 

8.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung SeIatan Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Pernbentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana 
telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nornor 1 Tahun 2015 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 
Nomor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 1). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan:	 PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN, 
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERAS1, 
PERINDUSTRIAN DAN USAHA KECIL MENENGAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

BAB I
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasall
 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Dacrah Kabupatcn Lampung Sclatan. 
2.	 Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

'sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Lampung. 

3.	 Bupati adalah Bupati Larnpung Selatan. 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupatcn 
Lampung Selatan. 

5.	 Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha 
Kecil Menengah Kabupaten Lampung Selatan. 

6.	 KepaJa Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindusirian 
dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Sc1atan. 

7.	 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

8.	 Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JF'U 
adalah Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Koperasi, 
Penndustnan dan Usaha Kecil Menengah Kabupatcn 
Lampung Selatan. \ 



BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasa12 

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Keeil Menengah 
terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretaris, membawahi : 

1. Subbag Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbag Perencanaan; dan 

3. Subbag Keuangan. 

e. Kepala Bidang Periridustrian, membawahi : 

1. Seksi Sarana Industri; 

2. Seksi Usaha Industri; dan 

3. Seksi Bimbingan produksi. 

d. Kepala Bidang Koperasi, Membawahi : 

1. Seksi Kemitraan Koperasi; 

2. Seksi Usaha Koperasi; dan 

3. Seksi Kelembagaan dan Legalitas Koperasi. 

e. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, membawahi : 

1. Seksi Kemitraan Usaha Keeil Menengah; 

2. Seksi Bimbingan Usaha Keeil Menengah; dan 

3. Seksi Kelembagaan dan Legalitas Usaha Kecil Menengah. 

f. Kepala Bidang Promosi dan Pengernbangan Usaha, membawahi : 

a. Seksi Prornosi dan Pemasaran; 

b. Seksi Pengembangan Usaha; dan 

e. Seksi Penyuluhan dan Pengawasan. 

g. Unit Pelaksana Teknis; dan 

h. Kelompok jabatan Iungsional. 

BAB III 
URAIAN TUGAS JABATAN 

Bagian Kesatu
 
Kepala Dinas
 

Pasa13
 

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah memimpin Dinas Koperasi, Pcrindustrian 
dan Usaha Keeil Menengah scsuai dengan tugas pokok dan Iungsi Dirias 
Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah, melaksanukan pcmbinaan 
terhadap aparatur bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna 
dan berhasilguna, melaksanakan kerjasama dan koordinasi dibidang 
pelaksariaan dan pengendalian pembangunan perkoperasian, Pcrindustrian 
dan usaha kecil menengah dcngan instansi Pemerintah dan Organisasi 
lainnya, sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk kelancaran tugas dibidang koperasi, perindustrian dan usaha 
keci! menengah. 



Pasa14 

Untuk rncnyclcnggarakun t ugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal J, 
rincian i ugas Kepala Dinas adalah se baga i berik ut : 

a,	 mempcrsiapkan program dan kebijaksanaan teknis dibidang koperasi, 
pcrindustrian dan usaha kecil rnencngah dalam rangka pericapaian t.ujua n 
penyclenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas; 

b.	 memimpin, mernbina mcngoordinasikan, mcrnantau dan mengendalikan 
pelaksanaan program dan kcbijaksunaan Leknis dibidang kopera.si , 
perindustrian dan usaha kecil menengah agar sesuai perencanaan yang 
Lelah ditentukan; 

c.	 mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas In stansi tcrkait dalam 
Bidang Koperasi, PerindusLrian dan Usaha Kecil Menengah agar terjadi 
ke sarnaan persepsi dan kcsa tuan langkah dan gerak dalam pelaksanaa n 
pernbangunan, 

d.	 me mpelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
koperasi, perindustrian dan usaha kecil menengah sebagai acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

c.	 mcmbagi habis tugas Dinas dibidang teknis dan administrasi kcpadn 
bawahan, agar sctiap aparatur y,mg berada dilingkungan Dinas Koperasi, 
Pcr ind us tr ia n dan Uaa ha Kccil Menengah mernpunyai dan memahami 
beban tugas dan tanggungjawab masing-rnasing; 

L	 memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan 
tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan 
dalam pelaksanaan tugas; 

g,	 mernberikan usulan dan pertirnbangan kepada atasan ten tang langkah­
langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil dibidang koperasi, 
perindustrian dan usaha kecil menengah; 

h.	 menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dar! 
bawahan; 

I,	 membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan 
pertimbangan lebih lanjut; dan 

J'	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas, 

Baglan kedua
 

Sekretaris
 

Pasa15
 

Tugas Pokok Sekretaris adalah rnelakukan koordinasi penyusunan, evaluasi 
dan pclaporan program dan rencana kerja Dinas, pengelolaan urusan umum, 
rumah tangga, surat-rnenyurat, kepegawaian, perlengkapan, melaksanakan 
evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta mengelola administrasi urusan 
keuanga n kantor, scsu.ii dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
untuk kclarica ra n peJaksanaan tugas.	 r» 



Pasa16 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5, 
rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dalam rangka 
penyusunan program kerja Dinas sebagai pedoman penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dinas, serta rencana kerja sekretariat untuk 
dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 mcmimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan 
tugas pengelolaan urusan administrasi kantor, hubungan kemasyarakat, 
kepegawaian, perlengkapan, keuangan serta perencanaan, cvaluasi dan 
pelaporan agar dapaL tcrlaksana program dan rencana kcrja yang Lelah 
disusun; 

c.	 mengelola urusan umum, rurnah Langga, adminisLrasi surat-menyurat. dan 
kearsipan, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan 
kanLor; 

d.	 merumuskan program dan rencana kerja bekerja sama dengan unit kerja 
terkait, melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kcgiatan pada 
Dinas dan laporan kcgiatan ketatausahaan kam.or; 

e.	 mengelola adrninistrasi keuangan yang mcliputi penyusunan anggaran 
Dinas pembukuan pertanggungjawaban serta penyusunan keuangan 
kantor; 

f.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dcngan 
koperasi, perindustrian dan usaha kecil menengah scrta perat.uran 
perundang-undangan yang bcrhubungan dengan ketatausahaan scbagai 
landasan dalam pelaksanaan tugas sekretariat; 

g.	 membagi habis tugas pada Sekretariat kepada bawahan, agar setiap 
aparatur yang ada memahami tugas dan Langgung jawab masing-musing; 

h.	 menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja 
selanjutnya; 

J,	 membina dan memberikan motivasi kcpada bawahan agar mampu 
melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

J.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil 
kerja lebih lanjut; 

k.	 melakukan kerja sarna dengan unit kerja yang »da guna mcriunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas: 

I.	 membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kerja 
dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan 
rencana kerja Dinas lebih lanjut; dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 



Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

PasaI7 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang surat-rnenyurat, kearsipan, 
perbekalan, peralatan dan perawatan, kepegawaian, hubungan 
kemasyarakatan, dokumentasi, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan 
dinas, keolahragaan, ketatalaksanaan dan urusan rumuh tangga lainnya. 

PasaI8 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 
rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai 
berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja Iainnya 
dilingkungan Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan menyusun bahan 
untuk pemecahan rnasalahnya; 

c.	 ITjelaksanakan penataan administrasi surat-menyurat urituk 

mernpermudah proses lebih lanjut; 

d.	 memberikan pelayanan kepada rnasyarakat yang bersangkutan urusan 
kedinasan; 

e.	 melaksanakan tugas rumah tangga Dinas yang meliputi pelayanan 
angkutan dan akomodasi, pemcliharaan sarana dan prasarana kantor serta 
perjalanan Dinas; 

f.	 mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan 
perbekalan, peralatan dan perawatan termasuk penyimpanan, pcnggunaan 
dan penghapusan barang urituk keperluan rumah tangga Dinas; 

g.	 menyiapkan dan memantau penyediaan ternpat dan pcrlcngkaparmya 
untuk keperluan pelaksanaan rapat dan pertemuan Dirias; 

h.	 melakukan bahan penyusunan jadwal acara dan adrninistrasi kegiatan 
Kepala Dinas; 

I.	 membina kegiatan keolahragaan, ketertiban, kehumasan dan 
ketatalaksanaan lingkungan Dinas; 

J.	 melaksanakan penelaahan dan pelayanan kepustakaan Dinas; 

k.	 mencari, mengurnpulkan, menghimpun, menyusun serta menyajikan data 
dan inforrnasi yang berhubungan dengan Bidang Kepegawaian; 

I.	 menyiapkan bahan dalam rangka menyelesaikan masalah kepegawaian 
yang meliputi usulan kenaikan pangkat, usulan mutasi jabatan, 
penyelesaian kenaikan gaji berkala, proses pemberian sural. cuti, proses 
usulan pensiun serta pemberian sanksi atas pelanggaran peraturan 
kepegawaian; 



m.	 mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan penyusunan 
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistem. melode 
dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur; 

n.	 memimpin, rnengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas seeara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

o.	 membagi habis tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kcpada 
aparatur JFU sebagai bawahannya agar sctiap personil mcmahami tugas 
dan tanggungjawab masing - masing; 

p.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan scbagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan 

q.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelanearan pelaksanaan tugas. 

Kepala Sub Bagian Perencanaan 

Pasa19 

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah rnelaksanakan sebagian 
tugas Sekretariat dibidang rencana kerja dinas, yang meliputi pengumpulan 
data, penyajian data, pelaporan data dalam lingkup perencanaan. 

PasallO 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasai 9, 
rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkurigan Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Sub 
Bagian Perencanaan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugas Sub Bagian Pereneanaan dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

c.	 melaksanakan pengumpulan data rutin dan pembangunan; 

d.	 mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan peyusunan reneana 
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistern mctodc dan 
prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur; 

e.	 mcngolah dan menganalisa data rutin dan pcmbangunan; 

f.	 melaksanakan penyajian data rutin dan pembangunan; 

g.	 menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin 
pembangunan; 

h.	 menyiapkan bahan kerjasama teknik untuk menyerap aspirasi masyarakai 
dalam pembangunan; 

i.	 mcnviapkarr bahan koorrf iria sj dan penyusunan Dokumen Peluksanaan 
Anggaran ( DPA ) lingkup Dinas; 



J.	 memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan supaya sesuai dengan 
rencana yang telah disusun; 

k.	 memantau dan mengevaluasi semua pelaksanaan kegiatan pcmbangunan 
serta menyusun laporan pelaksanaan rencana dan program rutin 
pernbangunan; 

1.	 rrielaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah; 

m.	 menghimpun dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, dan 
tahunan Dinas; 

n.	 melaksanakan analisis, interprestasi laporan pengawasan fungsional untuk 
penyelesaian tindak lanjut kegiatan rutin dan pembangunan Dinas 
Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah; 

o.	 mern.mpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .JFU dilingkungan Sub 
Bagian Perencanaan agar dapat melaksunakan tugas sccara bcrdayaguna 
dan berhasilguna; 

p.	 mernbagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan kepada aparatur ,JFU 
sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawab masing-masing; 

q.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan 

r.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Sub Bagian Keuangan 

Pasalll 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah n;telaksanakan sebagian 
tugas Sekretariat dibidang administrasi keuangan yang meliputi penyusunan 
anggaran Dinas, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan 
keuangan. 

Pasa112 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalarn Pasal·l1, 
rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : 

a.	 rnelakukan sinkronisasi dan Korelasi Kerja dengan Unit Kerja lainnya 
dilingkungan Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Sub 
Bagian Keuangan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekcrjaan; 

b.	 menginventarisasi perrnasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
Bidang tugas Sub Bagian Keuangan dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

c.	 mengumpulkan petunjuk teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
serta mengumpulkan bahan penyusunan Anggaran dan Pendapatan 
Belanja Dinas; 



\ 

d.	 mengumpulkan bahan penyusunan reneana kebutuhan keuangan Dinas; 

e.	 menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan reneana perubahan 
anggaran Dinas; 

f.	 mclakukan administrasi pernbukuan serta sistematis dan kronologis sesuai 

dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 

memudahkan kontrol terhadap penggunaan keuangan Dinas; 

g.	 melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan 
anggaran belanja Dinas rutin maupun pembangunan; 

h.	 mernproses usulan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan pelaksana, 
atasan langsung bcndaharawan, pengurus barang lingkup Dinas; 

I.	 melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan 
perbendaharaan; 

J.	 menyelengarakan pembukuan, penghitungan dan verifikasi 
pertanggungjawaban keuangan; 

k.	 rncmbcrikan bimbingan pcnyelcsaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; 

I.	 rncnyclcnggarukan pcriataan dokumcn kcuangan dan penyusunan laporan 
rcalisasi anggaran; 

I 

m.	 merni mpi n , mengarahkan dan mernotivasi aparatur JF'U dilingkungan Sub 
Bagian Keuangan agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan 
berhasilguna; 

n.	 mcmbagi hubis lugas Sub Bagian Keuangan kcpada aparatur ,JF'U sebagai 
bawahanriya, agar setiap personil mernaharni tugas dan tanggung jawab 
masing-masing; 

o.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan 

p.	 rnclaksanakan tugas kcdinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kclancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Ketiga 

Kepala Bidang Perindustrian 

Pasal13 

Tugas pokok Kepala Bidang Perindustrian adalah melakukan koordinasi 
penyusunan, pelaksariaan, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas 
dibidang perindustrian, berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah dan 
Organisasi lainnya yang berlaku untuk kelancaran tugas., 

Pasal14 
\ 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok scbagairnana dirnaksud dalam Pasal 13, 
rincian tugas Kepala Bidang Perindustrian adalah sebagai berikut : 

a.	 mclaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam 
rah.gka penyusunan program kerja Dinas serta rencana kerja pada Bidang 
Penndustnan untuk menjadi bahan aeuan dalam pelaksanaan tugas; 



b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan 
tugas dibidang perindustrian yang rneliputi sarana industri, usaha industri 
dan bimbingan produksi; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian dengan 
irrstansi terkait. agar terjadi persepsi dan kesatuan langkah dan gerak 
dalarn pelaksanaan pembangunan; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
koperasi, perindustrian dan usaha kecil menengah serta peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang Perindustrian 
sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas; 

\ 

e. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan dibidang sarana industri; 

f. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan dibidang usaha industri; 

g. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan dibidang produksi; 

h. membagi habis tugas pada Bidang Perindustrian kepada bawahan, agar 
setiap aparatur yang ada memahami beban tugas dan tanggung jawab 
masing-masing; 

i. rnenerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
untuk jadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

J. mernbina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu 
rnelaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

k. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil 
kerja lebih lanjut; 

1. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

m. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksariaan tugas. 

Kepala Seksi Sarana Industri 

Pasal15 

Tugas pokok kepala Seksi Sarana lndustri adalah rnelaksanakan sebagian 
tugas Bidang Perindustrian dibidang sarana industri. 

Pasal16 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud daJam Pasal 15. 
rincian tugas Kepala Seksi Sarana Industri adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Perindustrian dalam rangka penyusunan program 
kerja dan rencana kerja Sarana Industri urituk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan tugas: 

b.	 menginventarisasi perrnasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
Bidang tugas Seksi Sarana Industri dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

c.	 menyiapkan bahan pernbinaan dan bimbingan dibidang sarana industri; 

d.	 meman~au penerapan standar dan melakukan pengawasan mutu sarana 
industri; 



e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pc1aporan penggunaan 
industri sebagai upaya pcnccgahan pcnccmaran lingkungan; 

sarana 

f. melakukan pemantauan, cvaluasi dan pclaporan penggunaan 
industri sebagai upaya pcncegahan pencemaran lingkungan; 

sarana 

g. menviapkan bahan kerjasama dengan dunia usaha dan industri terkair 
dala~ rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran Iingkungan 
sebagai akibat dari penggunaan sarana industri; 

h.	 melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Seksi 
Sarana Industri; 

I.	 memberikan perlindungan kepada sarana industri dari praktek persaingan 
usaha yang tidak sehat; 

J.	 memfasilitasi bantuan serta perkuatan sarana industri; 

k.	 memberikan bimbingan dan fasilitasi permodalan jasa keuangan dan 
sarana industri; 

I.	 memberikan penilaian terhadap sarana industri yang mempero!eh fasilitas 
pernbiayaan; 

m.	 melakukan hubungan kerjasarna dan sebagai fasilitator dengan pihak lain 
dalam rangka pengembangan sarana industri: 

n.	 melakukan kerja sarna dengan dunia usaha/ assosiasi dalam menyarnukan 
persepsi untuk mengambillangkah-langkah kebijakan; 

o.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Scksi 
Sarana Industri dan Kemitraan agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdayaguna dan berhasilguna; 

p.	 membagi habis tugas Seksi Sarana Industri kepada aparatur JFU sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab 
masing-masing; 

q.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

r.	 merngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk pcnyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

s.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas, 

Kepala Seksi Usaha Industri 

Pasal17 

Tugas pokok kepala Seksi Usaha Industri adalah melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Perindustrian dibidang usaha industri. 

Pasal18 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17, 
rincian tugas Kepala Seksi Usaha lndustri adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Perindust.rian dalarn rangka penyusunan program 
kerja dan rencana kerja Usaha lndustri untuk dijadikan pcdoman dalarn 
pelaksanaan tugas; 



b.	 rrienginveritarisasi perrnasalahan-perrnasalahan yang berhubungan dengan 
Bidang tugas Scksi Usaha Industri dan mcnyusun bahan untuk pcmecah 
masalahnya; 

c.	 menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan dibidang usaha industri;
I 

d.	 rricrnantau penerapan standar dan melakukan pengawasan mutu usaha 
industri; 

e.	 melakukan pemantauan, evaluasi dan peJaporan penyelenggaraan usaha 
industri sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan; 

f.	 menyiapkan bahan kerjasama dengan dunia usaha dan industri terkait 
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan 
sebagai akibat dari penyelenggaraan usaha indusiri: 

g.	 mclaksanakan penyusunan percncanaan dan program kerja tub unun Scksi 
Usaha Industri; 

h.	 mernberikan perlindungan kepada usaha industri dari praktek pcrsamgan 
usaha yang tidak schat; 

i.	 mcmfasilitasi bantuan serta perkuatan usaha Industri; 

J.	 membcrikan bimbingan dan fasilitasi permodalan jasa keuangan dan usaha 
industri; 

k.	 memberikan penilaian terhadap usaha industri yang memperoleh fasilitas 
pembiayaan; 

1.	 me1akukan hubungan kerjasama dan sebagai fasilitator dengan pihak lain 
dalam rangka pengembangan usaha industri; 

m.	 menyusun dan menyiapkan rumusan kcbijakan dalam rangka menumbuh 
kembangkan usaha industri; 

n.	 melakukan kerja sarna dengan dunia usaha/asosiasi dalam menyamakan 
persepsi untuk mengambillangkah-langkah kebijakan;, 

o.	 mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur )FU dilingkungan Seksi 
U~aha Industri dan Kemitraan agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdayaguna dan berhasilguna; 

p.	 membagi habis tugas Seksi Usaha Industri kepada aparatur JF'U sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab 
masing-rnasing; 

q.	 mengumpulkan, mcnghimpun dan mcnyusun bahall, untuk mcmbuat 
Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lcbih lanjut; 

r,	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

s.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oIeh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas, 



Kepala Seksi Bimbingan Produk$i
 

Pasal19
 

Tugas pokok kepala Seksi Bimbingan Produksi adalah melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Perindustrian dibidang bimbingan produksi. 

Pasal20 

Untuk menyclcnggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 19, 
rincia n tugas Kopala Scksi Bimbingan Produksi adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkroriisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Perindustrian dalam rangka penyusunan program 
kerja dan re ncana kerja Bimbingan Produksi untuk dijadikan pedoman 
dalarn pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi pcrrnasalahan-perrnasalahan yang berhubungan dengan 
Bidang t ugas Seksi Bimbingan Produksi dan rneriyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

c.	 menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan dibidang produksi; 

d.	 mcrnantau penerapan staridar dan melakukan perigawasa n rriutu produksi 
Il1duSln; 

c.	 mclakukan pcmantuuan, cvaluasi dan pcla poru n prod uk si inrlustri scbagai 
upaya pcncegahan pcnccmaran Iingkungan; 

I.	 mcnyiapkan bahan kerjasama dcngan d unia u saha dan induslri terkait 
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencernaran lingkungan 
sebagai akibat dari produksi industri; 

g.	 rcncanaan lingkungan sebagai akibat dari produksi industri: 

h.	 melaksanakan penyusunan pcrericariaa n dan program kerja tahunan Seksi 
Bimbingan Produksi; 

I.	 memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dari praktek persamgan 
usaha yang tidak sehat; 

J.	 mernfasilitasi bantuan serta perkuatan bimbingan produksi; 

k.	 mcrnberi kan bimbingan dun Iasilitasi permodalan jasa kcuungan dan 
Birn lnrigan Prod uk s i; 

I.	 rnernberikan penilaian terhadap pelaku usaha yang memperoleh faeilitas 
pernbiayaan; 

m.	 melakukan hubungan kerjasarna dan sebagai fasilitator dengan pihak lain 
dalarn rangka bimbingan produksi; 

; 

n.	 menv u scm kc bija ka rr-kc bij a ka n d a la rn ra n gka menumbuh-kcmbangki:Jn 
produksi ind ustri; 

D.	 melakukan kerja sarna dengan dunia usaha r asosiasi dalam menyamakan 
persepsi untuk mengambillangkah-langkah kebijaksanaan; 

p.	 mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Bimbingan Produksi dan Kcmitraan agar dapat melaksanakan tugas secara 
bcrdayaguna dan bcrhasilguna; \ 

q.	 memb,~gi habis tugas Scksi Bimbingan Produksi kepada aparatur JFU 
se bagai bawaharmya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawab masing-masing; 



r. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuaL 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

s. merngevaluasi hasil pelaksanaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

tugas bawahan untuk penyempurnaan 

l. melaksanakan tugas kcdinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan Lugas. 

Bagian Keempat 
Kepala Bidang Koperasi 

Pasa121 

Tugas pokok Kepala Bidang Koperasi adalah Jl:"lelakukan koordinasi 
penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas 
dibidang perkoperasian. 

Pasa122 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 21, 
rincian tugas Kepala Bidang Koperasi adalah sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekertariat dalam 
rangka penyusunan program kerja Dinas serta reneana kerja pada Bidang 
Koperasi untuk menjadi bahan aeuan dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 memimpin, mengarahkan serta mernantau bawahan dalam rnelaksanakan 
sebagian Lugas Bidang Koperasi, agar pelaksariaan tugas dapat berjalan 
sesuai dengan program kerja yang telah disusun; 

c.	 melakukan hubungan kerja sarna dan sebagai Iasilitator koperasi dengan 
pemerintah daerah, swasta dan Iembaga-Iembaga lain dalam rangka 
kernitraan; 

d.	 menyiapkan bahan petunjuk teknis bimbingan dan konsultasi serta 
fasilitasi dibidang usaha koperasi; 

e.	 mernberikan bimbingan, konsultasi organisasi dan ketatalaksanaan pada 
koperasi; 

r.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
koperasi, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
Bidang Koperasi sebagai landasan aturan dalarn pclaksanaan tugas: 

g.	 membagi h a bi s t ugus padu Bidang Koperasi kepada bawahau , agell" se tiap 
aparatur yang ada memaharni beban tugas dan tanggung jawab rnasing­
masmg; 

h.	 rne ner-irna , rnernpelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai rnasukan 
untuk jadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

i.	 membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu 
melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

J.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil 
kerja lebih lanjut; 

k.	 me!akukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang 
kelaricaran pelaksanaan tugas; 



I.	 mernbuat laporan kcpada Kcpala Dinas scbagai masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program kerja dinas lcbih lanjut; dan 

m.	 melaksariakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch ata san untuk 
Ikelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Seksi Kemitraan Koperasi 

PUliul 23 

Tugas pokok Kepala Scksi Kemitraan Kopcrasi adalah melaksanakan scbagian 
tugas Bidang Koperasi d ibidarig kemitraan koperasi. 

Palial24 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 
rinci~n tugas Kepala Seksi Kemilraan Koperasi adalah sebagai berikut : 

a. rnelakukan sinkronisasi dan korclasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Koperasi daJam rangka penyusunan program kcrja 
dim rencana kerja Seksi Kemilraan Koperasi untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dcngan 
Bidang tugas Seksi Kemitraan Koperasi dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

c. mernpelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya dalam 
rangka rnenunjang pelaksanaan tugas: 

d. melakukan hubungan kerja sarna dan sebagai fas.ilitator koperasi derigan 
pemerintah daerah, swasta dan lembaga-lernbaga Jain dalam rangka 
kernitraan: 

e. menyiapkan bahan dalam rarigka menumbuh-kembangkan kemitraan 
koperasi dengan pemerintah daerah, swasta dan lernbaga- lembaga lain; 

f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemitraan koperasi dengan 
pemerintah daerah, swasta dan lembaga-lernbaga lain; 

g. rrienghimpun dan menyusun bahan 
pengembangan kemitraan koperasi; 

bimbingan teknis pembinaan dan 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Scksi 
Kemitraan Koperasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
dan berhasil-guna; 

i. membagi habis tugas Seksi Kernitraan Koperasi kepada aparatur JFU 
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan langgung 
jawab masing-masing; 

j. mengurnpulkan, rncnghirnpun dan menyusun bahan unruk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai rnasukan dalarn penyusunan program dan rencana kerja 
lcbih lanjut; 

k. merngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penycmpurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

1.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch atasan untuk 
kclancaran pelaksanaan tugas. 



Kepala Seksi Usaha Koperasi
 

Pasa125
 

Tugas pokok Kepala Seksi Usaha Koperasi adalah melaksanakan sebagian 
tugas dibidang usaha koperasi. 

Pasa126 

Unt.uk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, 
rincian tugas Kepala Seksi Usaha Koperasi adalah sebagai berikul : 

a. rnelakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja Iain nya 
dilingkungan Bidang Usaha Koperasi dalam rangka penyusunan program 
kerja dan rencana kerja Seksi Usaha Koperasi untuk dijadikan pedoman 
dalarn pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugas Seksi Usaha Koperasi dan menyusun bahan untuk 
pernecahun masalahnya; 

c. rnempclajari pera tura n perundang-undangan dan ket en t.ua n lainnya dalam 
rangka mcnunjang pclaksunaan tugas; 

d. mc la ksanuka n birnbingan dan konsullasi manajernen usaha kopcrasi; 

c. Illcrnberikan pcrlindungan kepada usaha koperasi dari praktek persaingan 
usaha yang tidak sehat; 

f. mernfasilitasi bantuan serta perkuatan usaha koperasi; 

g. rnernberikan birnbingan dan fasilitasi pcrrnodalan jasa keuangan dan usuha 
kopcrasi; 

h. menghimpun dan menyusun bahan 
pengembangan Usaha Koperasi; 

bimbingan teknis pembinaan dan 

I.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Usaha Koperasi agar dapat melaksariakan tugas secara berdaya-guna dan 
bcrhasil-guria; 

j.	 rnernbagi habis t.ugus Scksi Usaha Kopcra si kcpada aparatur JFU sebagai 
bawahannya agar sctiap personil memahami tugas dan tanggung jawab 
masing-masing; 

k.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan urituk mernbuat 
laporan pelaksariaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan scbagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

1.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Seksi Kelembagaan dan Legalitas Koperasi 

Pasa127 

Tugas pokok Kepala Seksi Kelembagaan dan Legalitas Koperasi adalah 
melaksanakan sebagian tuga s Bidang Kopera si dibidang kelembagaan dan 
legalitas koperasi. 



Pasa130 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 
rincian tugas Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut : 

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang' dan Sekertariat dalam 
rangka penyusunan program kerja Dinas scrta rencana kerja pada Bidang 
Usaha Kecil Menengah untuk menjadi bahan aeuan dalam pelaksanaan 
tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan 
sebagain tugas Bidang Usaha Keeil Menengah, agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun; 

c. menyiapkan bimbingan dan konsultasi serta fasilitasi dibidang kemitraan 
usaha kecil menengah; 

d. rnenyiapkan bimbingan dan konsultasi serta fasilitasi dibidang bimbingan 
usaha kecil menengah; 

e. memberikan bimbingan, konsultasi organisasi dan ketatalaksanaan pada 
kelembagaan dan legalitas usaha kecil mcncngah: 

f. rnelaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan dan 
bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijakan dibidang usaha kecil 
menengah dan melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan 
pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi pcrusahaan industri; 

g. mernberikan birnbingan dan pembinaan bagi investor zcalon investor yang 
akan melaksanakan investasi dibidang usaha kecil menengah; 

h. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
koperasi, perindustrian dan usaha kecil menengah serta peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang Usaha Kecil 
Menengah sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Bidang Usaha Kecil 
Menengah; 

I.	 membagi habis tugas pada Bidang Usaha Kccil Menengah kcpada bawahan, 
agar setiap aparatur yang ada mernaharni bcban tugas dan tanggung jawab 
masing-masing; 

J.	 menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
untukjadikan bahan dalarn mcnyusun program kcrja selanjutnya; 

k.	 membina dan rncmberikan motivasi kcpada bawahan agar mampu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

1.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan scbagai bahan penyempurnaan hasil 
kerja Iebih Ianjut; 

m.	 rnelakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

n.	 rnembuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan 
bahan dalam rnenyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan 

I 

o.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas,

I 

Kepala Seksi Kemitraan Usaha Keeil Menengah 

Pasal31 

Tugas pokok kepala Seksi Kemitraan Usaha Kecil Menengah adalah 
me1aksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Kecil Menengah dibidang 
kemitraan usaha kecil rnenengah. 



Pasa130 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 
rindan tugas Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut : 
a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekertariat dalam 

rangka penyusunan program kerja Dinas serta rencana kerja pada Bidang 
Usaha Kecil Menengah untuk menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan 
tugas; 

b.	 memimpin, mengarahkan scrta mcmantau bawahan dalam mclaksanakan 
sebagain tugas Bidang Usaha Kecil Menengah, agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun; 

e.	 menyiapkan bimbingan dan konsultasi scrta Ia.silitasi dibidang kcmitraan 
usaha kecil menengah; 

d.	 menyiapkan bimbingan dan konsultasi serta fasilitasi dibidang bimbingan 
usaha kecil menengah; 

e.	 memberikan bimbingan, konsultasi organisasi dan ketatalaksanaan pada 
kelembagaan dan legalitas usaha kecil menengah; 

\ 
f.	 rrielaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan dan 

bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijakan dibidang usaha keeil 
rri.enengah dan melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan 
pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi perusahaan industri; 

g.	 memberikan bimbingan dan pembinaan bagi investorj calon investor yang 
akan melaksanakan investasi dibidang usaha kecil menengah; 

h.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
koperasi, perindustrian dan usaha kecil menengah serta peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang Usaha Kecil 
Menengah sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Bidang Usaha Kecil 
Menengah; 

1.	 membagi habis tugas pada Bidang Usaha Kecil Menengah kepada bawahan, 
agar setiap aparatur yang ada memahami beban tugas dan tanggung jawab 
masing-mas!ng; 

J.	 menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
untukjadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

k.	 membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu 
melaksariakan tugas seeara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

1.	 mcngevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil 
kerja lebih lanjut; 

m.	 melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang 
kelanearan pelaksanaan tugas; 

n.	 membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan 

o.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Seksi Kemitraan Usaha Keeil Menengah 

Pasa131 

Tugas pokok kepala Seksi Kemitraan Usaha Keei! Menengah adalah 
melakisanakan sebagian tugas Bidang Usaha Kecil Menengah dibidang 
kemitraan usaha kecil menengah. 



Pasa132 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 
rincian tugas Kepala Seksi Kemitraan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai 
berikut: 
a. melakukan sinkrcnisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 

dilingkungan Bidang Usaha Kecil Menengah dalam rangka penyusunan 
program kerja dan rencana kerja Seksi Kemitraan Usaha Kecil Menengah 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi perrnasalahan-perrnasalahan yang berhubungan dengan 
Bidang tugas Seksi Kemitraan Usaha Kecil Menengah dan menyusun 
bahan untuk pemecah masalahnya: 

c. rnerrrpelajari peraturan perundang-undangan dan keterituan lainnya dala m 
rangka menunjang pelaksanaan tugas; 

d. melakukan hubungan kerja sama dan sebagai fasilitator usaha kecil 
menengah dengan pemerintah daerah, swasta dan lembaga-lembaga lain 
dalam rangka kemitraan; 

e. menyiapkan bahan dalam rangka menumbuh kembangkan kemitraan 
usaha kecil Menengah dengan pemerintah daerah, swasta dan lembaga­
lemabga lain; 

f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemitraan usaha kecil 
menengah dengan pemerintah daerah, swasta dan lembaga-lernbaga lain; 

g. menghimpun dan menyusun bahan bimbingan teknis pernbinaan dan 
pengembangan kemitraan usaha kecil menengah; 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Kemitraan Usaha Kecil Menengah agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

I.	 mernbagi habis tugas Seksi Kernitraan Usaha Kecil Menengah kepada 
aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawab masing-masing; \ 

J.	 mengurnpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

k.	 merngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan urituk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut: dan 

1.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Seksi Bimbingan Usaha KeeU Menengah 

Pasa133 

Tugas pokok Kepala Seksi Bimbingan Usaha Keeil Menengah adalah 
melaksanakan sebagian tugas dibidang usaha keeil menengah. 

Pasa134 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. . , 
nncian tugas Kepala Seksi Bimbingan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai 
berikut : 



a.	 melakukan sinkroniaasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Usaha Kecil Menengah dalam rangka penyusunan 
program kerja dan reneana kerja seksi Bimbingan Usaha Kecil Menengah 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
Bidang tugas Seksi Bimbingan Usaha Kecil Menengah dan menyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya;, 

e.	 mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya dalam 
rangka menunjang pelaksanaan tugas: 

d. 

e. 

melaksanakan bimbingan dan konsultasi manajemen bimbingan usaha 
kecil menengah; 

, 
mcmberikan perlindungan kepada kelompok usaha kecil menengah dari 
praktek persaingan usaha yang tidak sehat; 

f. memfasilitasi bantuan serta perkuatan permodalan usaha kecil menengah; 

g. memberikan bimbingan dan fasilitasi 
bimbingan usaha kecil menengah; 

permodalan jasa keuangan dan 

h. menghimpun dan menyusun bahan bimbingan teknis dalam 
dan pengembangan bimbingan usaha keeil menengah; 

pcmbinaan 

i. memberikan bimbingan dan pembinaan bagi investorv calon investor yang 
akan melaksanakan investasi dibidang industri: 

j. menyiapkan, memonitoring serta menganalisa data industri dalam rangka 
penyusunan laporan dan penyiapan proses perizinan; 

k. menyusun, menyajikan data usaha kecil menengah; 

I.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Bimbingan Usaha Kecil Menengah agar dapat melaksanakan tugas sccara 
berdaya guna dan berhasil guna; 

m.	 membagi habis tugas Seksi Usaha Industri kepada aparatur JFU sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab 
masing-rnasing: 

n.	 mengumpulkan, merighimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggurigjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih Ianjut; 

o.	 merngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyernpurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

p.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelanearan pelaksanaan tugas. 

\ 

Kepala Seksi Kelembagaan dan 
Legalitas Usaba Keeil Menengab 

Pasa135 

Tugas pokok Kepala Seksi Kelembagaan dan Legalitas Usaha Kecil Menengah 
adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Keeil Menengah dibidanz 
usaha keeil menengah. 0 



Pasa136 

Untuk rncnyclcnggara kan rugae pokok scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35, 
rincian tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Legalitas Usaha Kecil Menengah 
adaJah sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Usaha Keeil Menengah dala\n rangka penyusunan 
program kerja dan reneana kerja Seksi Kelembagaan dan Legalitas Usaha 
Kfcil Menengah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi pcrrnaealahan-perrnasalahan yang berhubungan dengan 
Bidang Usaha Keeil Menengah Seksi Kelernbagaan dan Legalitas Usaha 
Kbcil Menengah dan menyusun bahan untuk pemeeahan masalahnya; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang 
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas; 

d. memberikan bimbingan, konsuhasi organisasi dan ketataJaksanaan pada 
Kelernbagaan dan LegaJitas Usaha KeciJ Menengah; 

e. melaksanakan akreditasi pernbinaan hukum kepada kelompok dan usaha 
kecil menengah, pengesahan badan hukum, perubahan anggaran dan 
pembubaran kelembagaan dan legalitas usaha keciJ menengah; 

f. melaksanakan kerja sarna dengan kelembagaan dan legalitas usaha kecil 
menengah, lernbaga pendidikan dan instansi terkait dalam pelaksanaan 
program pendidikan dan latihan; 

g. menjalin kerjasarna dengan perusahaan industri untuk 
menukar informasi dalam pengernbangan duriia usaha; 

saling tukar 

h. melakukan kcordinasi, dan komunikasi konsultasi dengan inst ansi tcrkait 
clan dunia usaha, k nususnva dalam pernecahan masalah-rnasalah dibidang 
kelembagn;ul dan h'g:i1i1.ns usaha kecil mcnc nga h ; 

I.	 menyusun mengoJah dan menyajikan data; 

J.	 mcmirnpin, rncngaruhkan dan mcmotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Kclembagaari dan Lcgalitas Usaha Kecil Mencngah; 

k.	 mernbagi ha bis tugas Scksi Kelembagaan dan Legalitas Usaha Kecil 
Mcncngah kcpada uparatur JFU scbagai bawahan agar sctiap pcrsonil 
rnemaharni tugas clan ianggung jawub masing-masing; 

1.	 mengumpulkan , menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rcncana kerja 
lebih lanjut; 

m.	 mengevaJuasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

n.	 mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh ata sa n untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Keenam 
Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Usaha 

Pasa137 

Tugas pokok Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Usaha adalah 
meiakukan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
program kerja Dinas dibidang promosi dan pengembangan usaha. 



Pasa138 

Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, 
rincian tugas Kepala Bidang Promosi dan Pcngernbangan Usaha adalah scbagai 
bcrikul : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretarial dalam 
rangka penyusunan program kerja Dinas, serta rencana kerja pada Bidang 
Promosi dan Pengembangan Usaha untuk dijadikan bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas. 

b.	 memimpin ,mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan 
tugas dibidang Promosi dan Pcngcmbarigan Usaha agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan sesuai derigan program kerja yang telah disusun; 

e.	 mcmpelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang 
diperlukan unt uk menunjang pelaksanaan tugas: 

, 
d.	 menyiapkan data, mclakukan pembinaan dan rnengikutsertakan dunia 

usaha koperasi perindustrian dan usaha keeil menengah dalam rangka 
kegiatan promosi dan pemasaran: 

I 

e.	 menyiapkan data, memfasilitasi kerja sarna dan bantuan serta 
mengevaluasi kegiatan dibidang perindustrian, kcperasi dan usaha kecil 
menengah dalam rangka pengembangan usaha; 

f.	 menyusun program pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan 
penyuluhan dan pengawasan dibidang perindustrian, koperasi dan usaha 
keeil menengah; 

g.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
Bidang tugas Promosi dan Pengembangan Usaha dan menyusun bahan 
untuk pemecahan masalahnya; . 

h.	 melakukan pembinaan dan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumcn (SPSK); 

1.	 melakukan pernan tauan, pengawasan barang beredar dan jasa di pasaran 
dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen dan tertib usaha; 

J,	 melakukan penyuluhan terhadap konsumen dan pelayanan pengaduan 
konsumen dengan memberikan peringatan dan penyelesaian dengan cara 
mediasi:, 

k.	 meluksanakan konsultasi dan advokasi perlindungan terhadap konsumen; 

L	 melaksanakan pengawasan standarisasi dan mutu produksi; 

m.	 menyusun usulan rencana dan program bimbingan dibidang promosi dan 
pcngembangan usaha yang meliputi usulan rencana dan program 
perneriksaan dan pcngujian standar barang yang beredar dipasaran; 

n.	 me nviapkan dan rnembcrikan penyuluhan sert a pengawasan dibidang 
prornosi clu n pcngcrnbungilll usahu kcpada musvarukat; 

o.	 mcla ksana kari pcmbi naan kepada pengu saha len tang ala i -a!at ukur, 
takaran, limbangan dan perlengkapannya; 

p.	 m~lakukan penyidikan terhadap pelaku pidana Undang-Undang promosi 
dan pengembangan usaha; 

q.	 mernberikan masukan dan saran kepada pimpinan dalarn sekior ke-giutn n 
ckoriomi masyarakal dibidang promosi dan pengembangan usaha serta 
rrieriyj a.plcan dokumen untuk pelaksanaan hubungan kerja sarna instansi 
pemermtah daerah, instansi vertikal maupun instansi lainnya didaerah; 



r. menyusun bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 
jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undarigan yang 
berlaku; 

s. menyusun dan menyiapkan konsep bahan koordinasi dengan para dunia 
usaha, kepolisian, pengacara, kejaksaan, lembaga keuangan dan organisasi 
kemasyarakatan; 

1. mernbagi habis tugas pada Bidang Pengawasan kepada bawahan agar 
setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawab masing­
masmg; 

u. kepada bawahan scbagaimenerima, mempelajari laporan dan saran 
menyusun program kerjamasukan untuk dijadikan bahan dalam 

selanjutnya; 
v. membina dan mernberikan rnotivasi kepada bawahan agar mampu 

rnelaksanakan tugas secara berdayaguna dan bcrhasilguna; 
w. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyernpurnaan hasil 

kerja lebih lanjut; 
x. melakukan kerja sarna dengan unit kerja yang ada guna menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

y. mernbuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan urituk dijadikan 
bahan dalarn menyusun program kerja Dinas lebih lanjut; dan 

z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran 

Pasa139 

Tugas pokok Kepala Seksi Promosi dan Pcmasaran adalah mclaksanakan 
sebagian tugas Bidang Promosi dan Pcngembangan Usaha dibidang promosi 
dan pemasaran. 

Pasa140 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 
rincian tugas Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran adalah sebagai berikut : 
a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan Bidang 

Promosi dan Pengembangan Usaha dalam rangka penyusunan program 
kerja Seksi Promosi dan Pernasaran untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi, permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan Bidang tugas Seksi Promosi dan Pemasaran serta menyusun bahan 
untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 menyiapkan data promosi dan pemasaran sebagai bahan yang diperlukan 
untuk menyusun program prornosi hasil perindustrian, koperasi dan usaha 
kecil menengah; 

d.	 mengikutsertakan dunia usaha perindustrian koperasi, dan usaha kecil 
menengah khususnya dalam berbagai pamcra.n sebagai salah satu sarana 
promosi dan pernasaran; 

e.	 melaksanakan kegiatan parneran dalam rangka promosi dan pernasaran 
nasil-hasil dunia usaha, industri, koperasi dan usaha kecil menengah; 



f.	 menyiapkan bahan pembinaan terhadap dunia usaha perindustrian, 
koperasi dan usaha kecil menengah khususnya dibidang promosi usaha 
dan pemasaran; 

g.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pernbinaan, pengendalian, 
pembangunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman petunjuk teknis 
prornosi dan pengembangan usaha di daerah; 

h.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi, mengevaluasi, 
melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana dibidang 
prornosi dan pengembangan usaha; 

i.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan Iasilitasi dan koordinasi 
penyelenggaraan kerjasama promosi dan pengembangan usaha dengan 
instansi terkait; 

J.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JF'U dilingkungan Seksi 
Promosi dan Pernasaran agar melaksanakan tugas secara berdayaguna dan 
berhasilguna; 

k.	 membagi habis tugas Seksi Pengawasan Koprasi dan UKM kepada aparatur 
JFU sebagai bawahannya agar setiap persoriil memahami tugas dan 
tanggung jawab masing-masing; 

1.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk mernbuar 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
penyusunan program lebih lanjut: 

m.	 mcngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pcrbaikan 
pelaksanaan tugas lebih lanjut dan scbagai bahan pcmbinaan bawahan; 
dan 

n.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Seksi Pengembangan Usaha 

Pasal41 

Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Usaha adalah rnclaksanakan 
sebagian tugas Bidang Promosi dan Pengembangan Usaha dibidang 
pengembangan usaha. 

Pasa142 

Urituk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 41, 
rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Usaha adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan Bidang 
Promosi dan Pengembangan Usaha dalam rangka penyusunan program 
kerja Seksi Pengembangan Usaha untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi, perrnasalahan-permasalahan yang. berhubungan 
dengan Bidang tugas Seksi Pengembangan Usaha ,dan menyusun bahan 
untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 menyiapkan data perkembangan usaha dibidang perindustrian, koperasi, 
dan usaha kecil menengah sebagai bahan pengambilan keputusan 
pimpinan daerah; 



d.	 memfasilitasi kerja sarna dan bantuan dalam rangka pengembangan usaha 
antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah, swasta dan lernbaga­
lembaga lain: 

e.	 memantau dan mengevaluasi pcrkembangan usaha dibidang perindustrian, 
koperasi dan usaha keeil menengah dalam rarigka penyempurnaan 
kebijakan pimpinan dacrah; 

f.	 melakukan pengawasan dan penyuluhan tentang prornosi dan 
pengembangan usaha kepada masyarakat dan dunia usaha; 

g.	 melakukan penyidikan umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam 
prornosi dan pengembangan usaha; 

h.	 menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen 
tentang terjadinya pelanggaran terhadap promosi dan pengembangan 
usaha; 

I.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi, mengevaluasi, 
melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana dibidang 
promosi dan pengembangan usaha; 

j.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi 
penyelenggaraan kerjasama prornosi dan pengembangan usaha dengan 
instansi terkait; 

k.	 mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Pengembangan Usaha agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna 
dan berhasilguna; 

1.	 mernbagi habis tugas Seksi Pengernbangan Usaha kepada aparatur JF'U 
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawab masing-masing; 

m.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
penyusunan program lebih lanjut; 

n.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan perbaikan 
pelaksanaan tugas lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan bawahan; 
dan 

o.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelanearan pelaksanaan tugas. 

Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengawasan 

Pasa143 

Tugas pokok Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengawasan adalah melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Prornosi dan Pengembangan Usaha dibidarig 
penyilluhan dan pengawasan. 

, 

Pasa144 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, 
rincian tugas Kepala Seksi Pcnyuluhan dan Pengawasan adalah scbagai 
berikut: 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan Bidang 
Promosi dan Pengembangan Usaha dalam rangka penyusunan program 
kerja Seksi Penyuluhan dan Pengawasan untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan pekerjaan; 



b. mcnginventarisasi, permasulahan-pcrrnasalahan yang bcrhubungan 
dcngan Bidang tugas Seksi Pcnyuluhan dan Pcngawasan dan mcnyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyuluhan terhadap pelaku usaha 
terkait dengan berbagai kebijakan dan perkembangan dibidang 
perindustrian, koperasi, dan usaha kecil menengah; 

d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaha 
terkait dengan berbagai kebijakan dan penyelenggaraan usaha dibidang 
perindustrian, koperasi, dan usaha kecil menengah; 

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penyuluhan dan 
pengawasan dibidang perindustrian, koperasi, dan usaha keci! menengah 
dalam rangka menumbuh-kembangkan periridustrian, koperasi, dan usaha 
kecil menengah; 

f. melaksanakan 
pernbangunan 
kemetrologian; 

dan menyiapkan bahan 
dan pelaksanaan kebijakan, 

pembinaan, pengendalian, 
pedoman petunjuk teknis 

g. pengelolaan laboratorium, 
interkomparasi standar; 

instalasi uji, standar ukur, verifikasi standar, 

h. pelaksanaan fasilitasi perneriksaan, 
dan melaksanakan kegiatan tera, 
sertifikasi; 

pengujian, kalibrasi standar ukuran 
UTIP dan perlengkapannya serta 

\ 
i.	 melaksanakan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT); 

J.	 melaksanakan fasilitasi terkait penerapan standarisasi, HAKI dan desain 
produk; 

k.	 melaksanakan pemantauan, pengawasan serta evaluasi penerapan 
standarisasi; 

I.	 mernimpin, rnengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Konsultasi, Advokasi Perlindungan Konsumen agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

rn.	 membagi habis tugas Seksi Penyuluhan dan Pengawasan kepada aparatur 
JFU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawab masing-masing; 

n.	 rnerigumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
penyusunan program lebih lanjut; 

o.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan perbaikan 
pelaksanaan tugas lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan bawahan; 
dan 

p.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelaricar-an pelaksanaan tugas. 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa145 

Ketentuan Lain mengcnai Unit Pelaksana Tcknis Dinas, akan diatur dalarn 
Peraturan Bupati tersendiri. 



Pasa146 

Bagan SLruktur Organisasi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasa147 

Hal-hal yang bcl u rn d iatur da la rn Keputusan iru, sepanjang mengenai 
pelaksanaan tugas akan diatur akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas 
ses uai dengan kcbutuhan dengan mengacu kepada peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

Pasa148 

Pada saaL Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung 
Scla tu n Nomor JS Tu h u n 200S ic ntang Rincian Tugas .Ja batari Dinas Kopcrasi , 
Pcrind u st r ia n, Pcrdagangan dan Usaha Kecil Mcncngah Kabupaten Lampung 
Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa149 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sct ia p orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupau ini derigan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

Ditetapkan di kalianda 
pada tanggal t>~ I'~ 2015 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

RYCKO 4;:OZA SZP 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 0'>?Pl3 
SEKRETARIS DAERAH KABUPAT LAMPUNG SELATAN, 
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